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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam konteks indonesia otonomi daerah dipandang sebagai salah satu 

perubahan yang dihasilkan dari reformasi sektor publik, Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur 

otonomi daerah yang memberikan kewenangan  jauh lebih besar untuk mengelola 

daerahnya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu 

pemerintah daerah mempunyai kekuasaan pada sumber daya keuangan mereka 

yang dipergunakan untuk menentukan alokasi sumber daya pengeluaran daerah 

dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan 

lokal serta aspirasi masyarakat yang tercantum dalam anggaran pemerintah 

daerah(Kuntari, Chariri, & Prabowo, 2019).Pernyataan pada undang – undang 

keseimbangan keuangan antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah adalah 

subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas masing - 

masing pemerintah.Penyediaan sumber daya keuangan Negara untuk pemerintah 

daerah dalampelaksanaan desentralisasi yang didasarkan pada penyerahan tugas 

oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan stabilitas dan keseimbangan 

fiskal.Pendanaan untuk administrasi pemerintah yang didasarkan pada prinsip 

desentralisasi dan dilaksanakan dengan mendedikasikan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD). 
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Anggaran ㅤPendapatan ㅤdan ㅤBelanja ㅤDaerah ㅤ(APBD) ㅤadalah ㅤrencana 

ㅤkeuangan ㅤtahunan ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤyang ㅤditelaah ㅤdan ㅤdisepakati ㅤoleh ㅤmajelis 

ㅤdi ㅤdaerah ㅤdan ㅤditentukan ㅤoleh ㅤperaturan ㅤdaerah.APBD ㅤadalah ㅤinti ㅤdari 

ㅤmanajemen ㅤkeuangan ㅤlokal ㅤsebagai ㅤarahan ㅤbagi ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤdalam 

ㅤmemberikan ㅤlayanan ㅤkepada ㅤmasyarakat ㅤdalam ㅤsatu ㅤtahun ㅤfiskal.Pemerintah 

ㅤdaerah ㅤakan ㅤmemprioritaskan ㅤkegiatan ㅤdan ㅤpengalokasian ㅤdana ㅤuntuk ㅤkegiatan 

ㅤtersebut, ㅤsehingga ㅤkegiatan ㅤyang ㅤdipilih ㅤsesuai ㅤdengan ㅤkebijakan ㅤpemerintah 

ㅤdaerah ㅤdalam ㅤmempertimbangkan ㅤkesejahteraan ㅤmasyarakat. ㅤAPBD ㅤjuga 

ㅤmemiliki ㅤperan ㅤpenting ㅤdalam ㅤ ㅤmelakukan ㅤdistribusi ㅤalokasi ㅤdan ㅤstabilisasi 

ㅤkeuangan ㅤdi ㅤdaerah, ㅤproses ㅤdalam ㅤpenyusunan ㅤAPBD ㅤmenjadi ㅤsangat ㅤpenting 

ㅤbagi ㅤdaerah ㅤkarena ㅤarah ㅤdan ㅤorientasi ㅤpembangunan ㅤdaerah ㅤdapat ㅤdi ㅤdalam 

ㅤproses ㅤtersebut ㅤ(Rismanidar, ㅤ2017). 

Fungsi ㅤAPBD ㅤadalah ㅤmenjadi ㅤalat ㅤyang ㅤdigunakan ㅤoleh ㅤpemerintah 

ㅤdaerah ㅤuntuk ㅤmendukung ㅤterciptanya ㅤakuntabilitas ㅤpublik. ㅤKonsep ㅤakuntabilitas 

ㅤpublik ㅤdikaitkan ㅤdengan ㅤpeningkatan ㅤkinerja ㅤorganisasi,bahwa ㅤdalam 

ㅤpelaksanaan ㅤotonomi ㅤdaerah ㅤmanajemen ㅤkeuangan ㅤberorientasi ㅤpada ㅤkinerja ㅤdan 

ㅤdiperlukan ㅤsistem ㅤanggaran ㅤdaerah ㅤ(Mardiasmo, ㅤ2004) 

Pemerintah ㅤharus ㅤmempunyai ㅤrencana ㅤyang ㅤterperinci ㅤuntuk ㅤmencapai 

ㅤtujuan ㅤyang ㅤdicita-citakan ㅤsehingga ㅤmampu ㅤmelaksanakan ㅤtugas ㅤdan ㅤtanggung 

ㅤjawab ㅤyang ㅤdibebankan ㅤoleh ㅤmasyarakat. ㅤBerbagai ㅤdefinisi ㅤanggaran ㅤmenurut 

ㅤdjayasinga ㅤsebagai ㅤberikut: 

1) APBD ㅤmencerminkan ㅤsemua ㅤbentuk ㅤaktivitas ㅤpemerintah ㅤdaerah 

ㅤdalam ㅤmenyelidiki ㅤsumber-sumber ㅤpenerimaan ㅤdan ㅤselanjutnya 
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ㅤbagaimana ㅤdana-dana ㅤtersebut ㅤdipergunakan ㅤuntuk ㅤmencapai 

ㅤtujuan ㅤpemerintah. 

2) APBD ㅤmencerminkan ㅤperkiraan ㅤdan ㅤpengeluaran ㅤdaerah ㅤyang 

ㅤdiperkirakan ㅤterjadi ㅤdalam ㅤsatu ㅤtahun ㅤkedepan ㅤyang ㅤdidasarkan 

ㅤpada ㅤrealisasi ㅤmasa ㅤyang ㅤlalu. 

3) APBD ㅤadalah ㅤkonsep ㅤkerja ㅤoperasional ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤyang 

ㅤakan ㅤdilakukan ㅤsatu ㅤtahun ㅤkedepan. 

Anggaran ㅤadalah ㅤalat ㅤakuntabilitas, ㅤmanajemen, ㅤdan ㅤkebijakan 

ㅤekonomi.Sebagai ㅤperangkat ㅤkebijakan ㅤekonomi ㅤanggaran ㅤberguna ㅤuntuk 

ㅤmenciptakan ㅤpertumbuhan ㅤdan ㅤstabilitas ㅤperekonomian ㅤjuga ㅤpemerataan 

ㅤpendapatan ㅤdalam ㅤrangka ㅤmencapai ㅤtujuan.Anggaran ㅤjuga ㅤberfungsi ㅤsebagai 

ㅤperangkat ㅤuntuk ㅤmengamati ㅤpendapatan ㅤdan ㅤpengeluaran ㅤpada ㅤmasa ㅤberikutnya. 

Dalam ㅤpenyusunan ㅤanggaran, ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤdituntut ㅤuntuk ㅤtepat 

ㅤdalam ㅤmengalokasikan ㅤanggaran ㅤuntuk ㅤlebih ㅤkreatif ㅤdan ㅤinovatif ㅤterhadap 

ㅤperkembangan ㅤdaerahnya.Dengan ㅤterbatasnya ㅤsumber ㅤdaya ㅤyang ㅤdimiliki, 

ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤharus ㅤdapat ㅤmengelola ㅤpenerimaan ㅤdengan ㅤbaik ㅤdan 

ㅤmemperoleh ㅤbelanja ㅤdaerah ㅤyang ㅤsangat ㅤproduktif. 

Dalam peningkatan produksi daerah dan menumbuhkan perekonomian 

daerah untuk mencapai kemakmuran masyarakat dan memberikan kesempatan 

kerja adalah sebagai pedoman pemerintah dalam mewujudkan tujuan 

APBD.Dalam melakukan distribusi hal yang sangat penting adalah pertanggung 

jawaban APBD. Proses dalam penyusunan APBD menjadi tanggung jawab yang 
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sangat penting bagi daerah, karena tujuan infrastruktur pembangunan daerah dapat 

terealisasi di dalam proses tersebut (Rismanidar, 2017). 

Salah satu pengguna APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah 

belanja modal. Menurut peraturan kepala kebijakan pengadaan barang/ jasa 

pemerintah nomor 6 tahun 2015, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang 

digunakan untuk mendapatkan atau menambah nilai asset tetap atau asset lain 

yang menguntungkan lebih dari satu periode akuntansi/ lebih dari 1 tahun. Belanja 

modal harus melewati batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lain yang 

dipergunakan sebagai operasi untuk kegiatan sehari-hari unit kerja yang tidak 

untuk dijual. Pengembangan infrastruktur terdapat dalam manajemen dan alokasi 

belanja modal yang efektif dari suatu daerah, belanja modal yang efektif juga 

dianggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 

Anggaran ㅤbelanja ㅤmodal ㅤmencerminkan ㅤkebijakan ㅤpemerintah ㅤdaerah 

ㅤdalam ㅤpembangunan ㅤdaerah.Pemerintah ㅤdaerah ㅤjuga ㅤmenyediakan ㅤanggaran 

ㅤmodal ㅤuntuk ㅤmemenuhi ㅤkebutuhan ㅤmasyarakat ㅤdengan ㅤfasilitas ㅤyang ㅤtelah ㅤdi 

ㅤsediakan.belanja ㅤmodal ㅤterdiri ㅤdari ㅤbeberapa ㅤkomponen ㅤyaitu ㅤgedung, ㅤbangunan, 

ㅤbelanja ㅤtanah, ㅤjaringan, ㅤirigasi ㅤdan ㅤlain-lain.Pada ㅤera ㅤini ㅤpemerintah 

ㅤmengaplikasikan ㅤpeningkatan ㅤlayanan ㅤdi ㅤberbagai ㅤsektor, ㅤpemerintah ㅤberharap 

ㅤdapat ㅤmeningkatkan ㅤminat ㅤinvestor ㅤdan ㅤkepercayaan ㅤpublik. 

Penentuan ㅤalokasi ㅤbelanja ㅤmodal ㅤterkait ㅤdengan ㅤperencanaan ㅤkeuangan 

jangka ㅤpanjang, ㅤbukan ㅤuntuk ㅤpengadaan ㅤsaja ㅤtetapi ㅤjuga ㅤuntuk ㅤpemeliharaan 

asset.Oleh sebab itu kebijakan belanja modal harus memperhatikan manfaat dan 

kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang(Karyadi, 
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2018).Dengan ㅤadanya ㅤotonomi ㅤdaerah ㅤdapat ㅤmemberi ㅤpeluang ㅤbagi ㅤpemerintah 

ㅤdaerah ㅤuntuk ㅤlebih ㅤmengembangkan ㅤpotensi ㅤdaerah, ㅤmaka ㅤpemerintah ㅤdaerah 

ㅤperlu ㅤmeningkatkan ㅤanggaran ㅤbelanja ㅤmodal. ㅤSumber ㅤdana ㅤyang ㅤdigunakan 

ㅤuntuk ㅤpembiayaan ㅤpengeluaran ㅤmodal ㅤadalah ㅤPendapatan ㅤAsli ㅤDaerah ㅤ(PAD), 

ㅤDana ㅤAlokasi ㅤUmum ㅤ(DAU), ㅤDana ㅤAlokasi ㅤKhusus ㅤ(DAK), ㅤdan ㅤDana ㅤBagi 

ㅤHasil ㅤ(DBH). 

Pendapatan ㅤAsli ㅤDaerah ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmencapai ㅤsuatu 

ㅤpertumbuhan ㅤekonomididaerah, ㅤdengan ㅤmenetapkan ㅤtarget ㅤPAD ㅤdi ㅤsetiap ㅤtahun 

ㅤfiskal. ㅤData ㅤdari ㅤlaporan ㅤrealisasi ㅤanggaran ㅤkabupaten/ ㅤkota ㅤdi ㅤindonesia 

ㅤmenunjukan ㅤbahwa ㅤmayoritas ㅤPAD ㅤberasal ㅤdari ㅤpajak ㅤdan ㅤretribusi. ㅤPAD ㅤyang 

ㅤrendah ㅤmenunjukan ㅤinvestasi ㅤyang ㅤrendah ㅤuntuk ㅤbelanja ㅤmodal, ㅤ ㅤsehingga 

ㅤpendapatan ㅤyang ㅤrendah ㅤdari ㅤretribusi ㅤdan ㅤpajak ㅤtidak ㅤoptimal, ㅤoleh ㅤkarena ㅤitu 

ㅤPAD ㅤharus ㅤditerapkan ㅤsecara ㅤproporsional ㅤsebagai ㅤsalah ㅤsatu ㅤkomponen 

ㅤpenerimaan ㅤkeuangan ㅤdaerah. ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤdari ㅤSuryantini, ㅤCandraningrat, ㅤ& 

ㅤWulandari(2017) ㅤmelalui ㅤempat ㅤindikator ㅤPAD ㅤterdapat ㅤpengaruh ㅤsecara ㅤpositif 

ㅤdan ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤbelanja ㅤmodal ㅤnamun ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤdari 

ㅤSuryana(2017)menyatakan ㅤbahwa ㅤPendapatan ㅤAsli ㅤDaerah ㅤtidak ㅤberpengaruh 

ㅤterhadap ㅤbelanja ㅤmodal. 

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mendistribusikan secara 

merata kapabilitas pemeritah daerah untuk mendanai kebutuhan mereka sebagai 

bentuk desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Undang - Undang 

No.33/ 2004). Holtz-Eaken dkk (1994) dalam Kuntari, Chariri, & Prabowo 

(2019)menjelaskan ada hubungan yang kuat antara pemerintah pusat transfer dan 
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pengeluaran pemerintah daerah, pendapat tersebut mengindikasikan bahwa 

belanja modal adalah bagian dari APBD yang didanai oleh Dana alokasi Umum. 

Menurut Farel(2015)dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja 

modal. Hal ini dibenarkan juga oleh Suryana(2017) yang melakukan penelitian 

dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah daerah di provinsi 

kepulauan Riau. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Dewi & Dicriyani 

(2018) yang menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) manifestasi dari kebijakan desentralisasi 

fiskal yang bertujuan untuk mendanai kegiatan spesifik pemerintah daerah yang 

dianggap sebagai prioritas nasional (UU No. 33/2004).Dana alokasi khusus sering 

digunakan untuk memelihara aset pemerintah daerah dalam bentuk bangunan fisik 

dan program khusus yang ditentukan oleh suatu.Nuarisa (2013) menyatakan 

bahwa ada korelasi antara belanja modal dan program prioritas nasional seperti 

program pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pelestarian lingkungan. Hasil 

penelitian dari Wandira(2013) menyatakan bahwa dana alokasi khusus 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun berbeda dengan hasil 

penelitian dari Kurniati(2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Dana ㅤBagi ㅤHasil ㅤ(DBH) ㅤdana ㅤyang ㅤbersumber ㅤdari ㅤpendapatan ㅤAPBN 

ㅤyang ㅤdialokasikan ㅤke ㅤdaerah ㅤberdasarkan ㅤangka ㅤpresentasi ㅤuntuk ㅤmendanai 

ㅤkebutuhan ㅤlokal ㅤdalam ㅤkonteks ㅤpelaksanaan ㅤdesentralisasi ㅤ(UU ㅤNo.33 ㅤtahun 

ㅤ2004). ㅤDana ㅤbagi ㅤhasil ㅤyang ㅤditransfer ㅤoleh ㅤpemeritah ㅤpusat ㅤkepemerintah 
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ㅤdaerah ㅤterdiri ㅤdari ㅤ2 ㅤjenis ㅤyaitu ㅤdana ㅤbagi ㅤhasil ㅤpajak ㅤdan ㅤbukan ㅤpajak ㅤdana ㅤbagi 

ㅤhasil ㅤsumber ㅤdaya ㅤalam. ㅤSumber ㅤbagi ㅤhasil ㅤbagian ㅤdaerah ㅤdari ㅤpenerimaan ㅤpajak 

ㅤbumi ㅤdan ㅤbangunan, ㅤbea ㅤperolehan ㅤatas ㅤhak ㅤtanah ㅤdan ㅤbangunan, ㅤdan 

ㅤpenerimaan ㅤsumber ㅤdaya ㅤalam. ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤdari ㅤKuntari, ㅤChariri, ㅤ& 

ㅤPrabowo ㅤ(2019)menyatakan ㅤbahwa ㅤdana ㅤbagi ㅤhasil ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤdan 

ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤbelanja ㅤmodal ㅤnamun ㅤberbeda ㅤdengan ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤdari 

ㅤKurniati(2017) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤDana ㅤBagi ㅤHasil ㅤtidak ㅤberpengaruh 

ㅤterhadap ㅤalokasi ㅤbelanja ㅤmodal. 

Belanja ㅤmodal ㅤmerupakan ㅤsuatu ㅤpengeluaran ㅤyang ㅤdilakukan ㅤuntuk 

ㅤmenambah ㅤaset ㅤtetap ㅤatau ㅤinvestasi ㅤyang ㅤada ㅤsehingga ㅤakan ㅤmemberikan 

ㅤmanfaat ㅤtersendiri ㅤpada ㅤperiode ㅤtertentu. ㅤBelanja ㅤmodalmenunjukkan ㅤrencana 

ㅤjangka ㅤpanjang ㅤdan ㅤpengeluaran ㅤuntuk ㅤasset ㅤtetap.Belanja ㅤmodal ㅤdapat 

ㅤmendukung ㅤkesejahteraan ㅤmasyarakat ㅤdan ㅤmeningkatkan ㅤlayanan ㅤpublik ㅤdalam 

ㅤmembentuk ㅤkarakter ㅤdaerah ㅤyang ㅤmandiri.Oleh ㅤkarena ㅤitu ㅤbelanja ㅤmodal ㅤharus 

ㅤmenjadi ㅤperhatian ㅤpenting ㅤbagi ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤuntuk ㅤdapat ㅤmendukung 

ㅤkesejahteraan ㅤmasyarakat ㅤ(Mardiasmo, ㅤ2009). 

Mardiasmo ㅤ(2002) ㅤsaat ㅤini ㅤmasih ㅤbanyak ㅤmasalah ㅤyang ㅤdihadapi 

ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤterkait ㅤdengan ㅤupaya ㅤmeningkatkan ㅤpenerimaan ㅤdaerah, 

ㅤketerbatasan ㅤsarana ㅤdan ㅤprasarana ㅤyang ㅤtidak ㅤmendukung ㅤuntuk ㅤinvestasi 

ㅤmenimbulkan ㅤpertanyaan ㅤbagaimana ㅤsebenarnya ㅤPAD ㅤterhadap ㅤBelanja ㅤModal 

ㅤapakah ㅤPAD ㅤyang ㅤrendah ㅤatau ㅤalokasi ㅤyang ㅤkurang ㅤtepat. ㅤPendapatan ㅤdaerah 

ㅤdan ㅤbelanja ㅤmodal ㅤdi ㅤJawa ㅤTengah ㅤPada ㅤTahun ㅤ2017 ㅤke ㅤ2017 ㅤPAD ㅤmengalami 

ㅤkenaikan ㅤdari ㅤ22,67% ㅤmenjadi ㅤ25,46% ㅤtetapi ㅤBelanja ㅤModal ㅤmengalami 
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ㅤpenurunan ㅤdari ㅤ25,41% ㅤmenjadi ㅤ24,64% ㅤhal ㅤini ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤkenaikan 

ㅤPendapatan ㅤAsli ㅤDaerah ㅤtidak ㅤselalu ㅤterjadi ㅤjuga ㅤpada ㅤkenaikan ㅤbelanja ㅤmodal. 

ㅤGambaran ㅤAlokasi ㅤKhusus ㅤsecara ㅤumum ㅤmasih ㅤmemiliki ㅤbanyak ㅤkendala. 

ㅤAnggaran ㅤdana ㅤalokasi ㅤkhusus ㅤdari ㅤtahun ㅤke ㅤtahun ㅤmeningkat, ㅤuntuk ㅤTahun 

ㅤ2018 ㅤsebesar ㅤ17 ㅤtrilyun ㅤmeningkat ㅤmenjadi ㅤ18 ㅤtrilyun ㅤpada ㅤTahun ㅤ2019, 

ㅤsehingga ㅤserapan ㅤDAK ㅤmaupun ㅤkinerja ㅤfisik ㅤkegiatan ㅤbelum ㅤdapat ㅤdikatakan 

ㅤmaksimal. 

Beberapa ㅤfenomena ㅤyang ㅤsudah ㅤdijelaskan ㅤada ㅤbeberapa ㅤpenelitian ㅤyang 

ㅤmasih ㅤterdapat ㅤketidakkonsistenan ㅤoleh ㅤkarena ㅤitu ㅤpenelitian ㅤini ㅤmenyelidiki 

ㅤtentang ㅤpengaruh ㅤPendapatan ㅤAsli ㅤdaerah ㅤ(PAD), ㅤDana ㅤAlokasi ㅤUmum ㅤ(DAU), 

ㅤDana ㅤAlokasi ㅤKhusus ㅤ(DAK), ㅤdan ㅤDana ㅤBagi ㅤHasil ㅤ(DBH) ㅤterhadap ㅤBelanja 

ㅤModal. ㅤAdapun ㅤperbedaan ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤsebelumnya ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 

ㅤKuntari, ㅤChariri, ㅤ& ㅤPrabowo ㅤ(2019)yaitudengan ㅤmenambahkan ㅤSisa ㅤLebih 

ㅤPerhitunganAnggaran ㅤ(SILPA)sebagai ㅤvariabel ㅤindependen ㅤyang ㅤmempengaruhi 

ㅤBelanja ㅤModal ㅤyang ㅤdi ㅤambil ㅤdari ㅤpenelitian ㅤKurniati(2017). 

Sisa ㅤLebih ㅤPembiayaan ㅤAnggaran ㅤ(SILPA) ㅤadalah ㅤselisih ㅤlebih ㅤrealisasi 

ㅤpenerimaan ㅤdan ㅤpengeluaran ㅤanggaran ㅤselama ㅤsatu ㅤperiode ㅤanggaran ㅤyang 

ㅤnantinya ㅤdapat ㅤdigunakan ㅤpada ㅤtahun ㅤberikutnya. ㅤJumlah ㅤSILPA ㅤyang ㅤideal 

ㅤperlu ㅤditentukan ㅤsebagai ㅤsalah ㅤsatu ㅤdasar ㅤevaluasi ㅤterhadap ㅤpelaksanaan 

ㅤprogram/ ㅤkegiatan ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤkota/ ㅤkabupaten. ㅤPelampauan ㅤtarget 

ㅤSILPA ㅤyang ㅤbersumber ㅤdari ㅤpelampauan ㅤtarget ㅤpenerimaan ㅤdaerah ㅤdan ㅤefisien 

ㅤsuatu ㅤanggaran ㅤsangat ㅤdiharapkan ㅤsedangkan ㅤyang ㅤbersumber ㅤdari ㅤketiadaannya 

ㅤprogram/kabupaten ㅤpembangunan ㅤapalagi ㅤdalam ㅤjumlah ㅤyang ㅤtidak ㅤwajar ㅤsangat 
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ㅤmerugikan ㅤmasyarakat. ㅤPresiden ㅤRepublik ㅤIndonesia ㅤdalam ㅤpidatonya 

ㅤmenegaskan ㅤbahwa ㅤSILPA ㅤyang ㅤdihasilkan ㅤdari ㅤefisiensi ㅤAPBD ㅤhendaknya 

ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤkepentingan ㅤmasyarakat ㅤ(Ardhini, 2011). 

Selain ㅤitu ㅤpenelitian ㅤini ㅤmenggunakan ㅤdata ㅤdari ㅤ ㅤLaporan ㅤRealisasi 

ㅤAPBD ㅤdiambil ㅤdari ㅤwww.djpk.depkeu.go.id ㅤdan ㅤBadan ㅤPusat ㅤStatistik ㅤ(BPS) 

ㅤmulai ㅤtahun ㅤ2017-2019.Penelitian ㅤini ㅤmenggunakan ㅤteori ㅤkeagenan ㅤsebagai ㅤteori 

ㅤdasar ㅤdan ㅤbertujuan ㅤuntuk ㅤmenguji ㅤpengaruh ㅤPAD, ㅤDAU, ㅤDAK, ㅤDBH ㅤdan 

ㅤSILPA ㅤterhadap ㅤBelanja ㅤModal.Manajer ㅤdan ㅤpemilih ㅤdapat ㅤdigambarkan 

ㅤsebagai ㅤhubungan ㅤkeagenan ㅤdimana ㅤpemilik ㅤadalah ㅤkepala ㅤsekolah ㅤdan ㅤpolitik 

ㅤadalah ㅤagennya.Para ㅤpemilih ㅤharus ㅤsaling ㅤcampurtangan ㅤdan ㅤbertindak 

ㅤsedemikian ㅤrupa ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤkekayaan ㅤmereka.Setiap ㅤpemilih ㅤmemiliki 

ㅤintensif ㅤuntuk ㅤmemantau ㅤperilaku ㅤpolitisi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan adanya belanja modal yang diharapkan memiliki pengaruh dan 

memberikan manfaat untuk kemajuan daerah di Indonesia, dapat memberikan 

manfaat untuk daerahnya sendiri pada periode tertentu.Namun saat ini masih 

sedikit daerah yang memanfaatkan belanja modal sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan: 

 

 

 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal  

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal  

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal  

4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal  

5. Apakah SILPA berpengaruh terhadap belanja modal  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dengan pertanyaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja 

modal  

2. Untuk menganalisa pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal 

3. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja 

modal  

4. Untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal  

5. Untuk menganalisa pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal  

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Bagi penulis 

mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya 

ilmiah dan meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis 

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
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 Bagi akademis 

Mendapat referensi sebagai perbandingan yang akan datang untuk 

pengembangan dengan melakukan penelitian lebih lanjut. 

 Bagi pemerintah 

Diharapkan dapat memberikan masukan atau kebijakan terhadap 

pemerintah agar dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal 

secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

  


